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ABSTRAK  

  

Judul Tesis:     “perlindungan hukum bagi debitur atas pengambilan paksa objek  jaminan 

fidusia    oleh lembaga pembiayaan. (studi kasus : putusan pengadilan 

negeri  jakarta selatan .345/pdt.g/2018/pn jkt.sel juncto putusan 

pengadilan tinggi dki jakarta no 247/pdt/2019/pt dki)”.   

Membahas mengenai Kekosongan norma dalam undang-undang no 42 tahun 

1999 tentang jaminan fidusia, yang tidak mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi 

agunan fidusia yang masih di kuasai oleh debitur.Akibat dari kekosongan norma pada 

undang undang jaminan fidusia maka debitur tidak mendapat kepastian dan 

perlindungan hukum. Penulis menggunakan teori perlindungan hukum dan teori 

keadilan sebagai pisau analisis karena teori perlindungan hukum mengajarkan bahwa 

hukum harus memberikan suatu perlindungan,keadilan, ketertiban,kepastian dan 

kemanfaatan sehingga hukum atau undang undang bisa berfungsi sebagaimana 

mestinya. Dan teori keadilan mengajarkan untuk menciptakan keadilan yang dapat 

diterima masyarakat maka harus disusun aturan hukum yang mencerminkan nilai-nilai 

keadilan serta tidak melanggar norma dan pembentuk hukum harus dapat mengangkat 

realitas sosial yang dihadapi oleh masyarakat.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitan hukum yuridis 

normatif. Penelitian yang di dasarkan pada suatu porsedur penelitian ilmiah untuk 

menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif nya dan 

fokus nya meneliti isu hukum yang terjadi dalam suatu perundang-undangan. 

Pendekatan masalah yang di gunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dan 

pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) .Studi kasus di lakukan dengan 

menganalisa pertimbangan pengadilan untuk sampai pada sebuah keputusan, dimana 

pertimbangan tersebut menjadi refrensi bagi peneliti untuk pemecahan isu hukum atas 

apa yang di angkat menjadi rumusan masalah pada penelitian tesis ini dan pendekatan 

Perundang-undangan (Statue Approach) Dilakukan dengan mengkaji hukum positif di 

Indonesia seperti undang undang,literatur – literatur bersifat teoritis dan kemudian 
dihubungkan dengan permasalahan yang di bahas.   

 Dari hasil penelitian dapat diperoleh Dalam rangka untuk memberikan 

perlindungan hukum bagi Nasabah dan atau Debitur, sangat perlu untuk membuat dan 

merumuskan mengenai penambahan pasal di dalam bab V Undang Undang Jaminan 

fidusia yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan eksekusi agunan dari 

penguasaan debitur yang adil dan tidak melawan hukum. Untuk mengisi kekosongan 

norma di dalam Undang Undang Jaminan Fidusia dan Dalam rangka untuk memberikan 

kepastian hukum bagi Nasabah dan atau debitur, sangat perlu untuk di lakukan 

amandemen UU nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia untuk mengakomodir 

perkembangan bisnis dan hukum jaminan yang terus berkembang mengingat UU 

jaminan fidusia yang sudah berumur 24 tahun dan belum pernah di amandemen 

sekalipun. Perwujudan kepastian hukum di dalam Undang Undang Jaminan Fidusia ini 

harus segera di wujud nyatakan.   

Kata Kunci: (Eksekusi, Kekosongan Norma, Jaminan Fidusia, Debitur, Perlindungan 

Hukum)  
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ABSTRACT  

  

Thesis Title: Legal Protection for Debtors Against Forced Seizure of Fiduciary Objects 

by Financing Institutions. (Case Study: South Jakarta District Court 

Decision No. 345/Pdt.G/2018/Pn Jkt.Sel in conjunction with DKI 

Jakarta High Court Decision No. 247/Pdt/2019/PT DKI).  

  

This thesis discusses the normative gap in Law No. 42 of 1999 on Fiduciary 

Security, which does not regulate the execution of fiduciary collateral still controlled 

by the debtor. As a result of this normative gap in the fiduciary security law, debtors 

lack certainty and legal protection. The author employs legal protection theory and 

justice theory as analytical tools, as the theory of legal protection teaches that the law 

must provide protection, justice, order, certainty, and utility, allowing the law or 

legislation to function properly. The theory of justice advocates for creating laws that 

reflect societal values of justice. Lawmakers should address the social realities faced 
by society.  

The methodology used in this research is normative juridical research, based 

on a scientific research procedure to find truth based on legal scientific logic from a 

normative perspective, focusing on legal issues arising within legislation. The problem 

approach used in this study is a case study and a statutory approach. The case study 

involves analyzing court considerations leading to a decision, which serves as a 

reference for the researcher in resolving the legal issue identified in this thesis. The 

statutory approach examines positive law in Indonesia, including laws and theoretical 
literature, and relates it to the discussed issues.  

The findings indicate that to provide legal protection for customers and/or 

debtors, it is essential to create and formulate an additional article in Chapter V of the 

Fiduciary Security Law that governs guidelines for executing collateral from debtor 

control fairly and lawfully. This aims to fill the normative gap in the Fiduciary Security 

Law and ensure legal certainty for customers and/or debtors. An amendment to Law 

No. 42 of 1999 on Fiduciary Security is necessary to accommodate the evolving 

business and legal landscape of guarantees, considering that the Fiduciary Security 

Law is 24 years old and has never been amended. The realization of legal certainty 
within this law must be promptly expressed.  

Keywords: (execution, normative gap, fiduciary security, debtor, legal protection)  
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